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Abstrak

Sejak diberlakukannya program Sistem Jaminan Sosial Nasional (Sjsn) mulai januari=2014 maka program
Jamkesmas beralih kedalam program Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan sebagaimana dimaksud=pada ayat (1) : a. Kementrian Kesehatan tidak lagi
menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan ‘Masyarakat (Jamkesmas). Perubahan ini fakan memberikan
perubahan yangsignifikan terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Penulisan Artikel ini bermaksud untuk memberikan gambaran mengenai Persepsi Masyarakat Miskin Terhadap
Peralihan Rragram Nasional Jaminan Kesehatan Masyarakat K e Jaminan Kesehatan Nasional / Badan Penyelenggara
Jamihan Sosial di Desa Keranji Paidang Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak. Penelitian inismenggunakan
metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptifi Peneliti ingin menggambarkan dan menjelaskan fenomena apa
adanya yang terjadi pada masyarakat, peneliti mendeskripsikan perseps masyarakat. Teori yang digunakan untuk
membantu peneliti menganalisis adalah teori persepsi ‘oleh Walgito. Hasil penelitian ini menggambarkan upaya
pemerintah desa dalam memberikan pelayanan“kepada masyarakat tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat
(Jamkesmas) ke Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) kesehatan, bentuk
persepsi masyarakat terhadap peralihan program nasional Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ke Jaminan
KesehatanNasional (Jkn) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial_(Bpjs) kesehatan di desa Keranji Paidang, tingkat
pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang fungsi dan manfaat Jaminan Kesehatan Nasionali'(Jkn) bagi
masyarakat, dan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan peralihan” program nasional Jaminan
Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ke Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(Bpjs) kesehatan,

Kata-katakunci : "Persepsi Masyarakat, Jaminan Kesehatan'Masyarakat, Jaminan Kesehatan Nasional / Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial’ K esehatan, dan Pemahaman Masyarakat.
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PERCEPTION AMONG THE POOR PEOPLE OF THE SHIFT FROM NATIONAL
HEALTHCARE PROGRAM TO NATIONAL HEALTHCARE/SOCIAL
SECURITY AGENCY IN KERANJI PAIDANG VILLAGE
SUBDISTRICT OF SENGAH TEMILA
LANDAK REGENCY

Abstract

Since the implementation of the National Social™Security System (Sjsn) program beginning January 2014, the
Jamkesmas program was switched into_the National Healthcare program (Jkn) organized by Health and Social
Security Agency (BpjS) as referred to'in paragraph (1): a. The Ministry oftHealth no longer holds a Community
Healthcare program (Jamkesmas)= The shift will providea significant change to health servicesfor the community.

This article aims to provide an overview [of the Perception amongsthe poor people ‘of. the shift from National
Healthcare Program o National Healthcare/Social Security Agency!in Keranji Paidang Village, Subdistrict of
Sengah Temila, Landak Regency.lThis research was aqualitative descriptive study. The researcher intended to
describe and explain the phenomenon of what is happening in society by describing people’s perception. The theory
used to help/the researcherto analyze is the theory of perception by Walgito. Reseach findings showed the efforts
made by the village, government in providing services to the community regarding-the Community Healthcare
program (Jamkesmas) to the National Healthcare program (Jkn) / Health and Social “Security Agency (Bpjs),
people’s perception of the shift from the Community Healthcare program (Jamkesmas) of the National Healtheare
Pragram (Jkn) /*Health and Social Security Agency (Bpjs) in Keranji Paidang Village, the level of knowledge and
understanding oftthe function and benefits of the National Healthcare program (Jkn) for the community, as well as
supporting facters and obstaclesin the implementation-of-the shift from the Community Healthcare program
(Jamkesmas) to the National Healthcare program (Jkn) 7*Health and Social Security Agency (Bpjs).

Keywords: -People’s Perception, Community Healthcare, National Healthcare Program / Health and. Social Security
Agency (Bpjs), and People’s Understanding.

A. PENDAHULUAN

Pemerintah menyelenggarakan Jaminan
Kesehatan untuk penduduk..miskin dan tidak
mampu melalui program Jaminan- Kesehatan
Masyarakat (Jamkesmas). Program jaminan
untuk penduduk miskin.sudah dimulai dengan
nama PJKMM (Program Jaminan Kesehatan
Masyarakat Miskin) kemudian diubah menjadi
Askeskin (Asurans Kesehatan Masyarakat
Miskin) dan kemudian diubah lagi menjadi
program Jaminan Kesehatan Masyarakat
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(Jamkesmas) dan pengelolaannya berpindah
dari PT.Askes ke Kementrian Kesehatan.

Segjak diberlakukannya program Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Ssn) mulai januari
2014 maka mprogram Jamkesmas beralih
kedalam program Jaminan Kesehatan Nasional
(Jkn) yang dikelola oleh-Badan Penyelenggara
Jaminan Sosia (Bpjs) Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
Kesehatan tidak lagi
program Jaminan Kesehatan Masyarakat
(Jamkesmas). Program Jaminan Kesehatan

a Kementrian

menyelenggarakan
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Masyarakat (Jamkesmas) tersebut selanjutnya
dialihkan ke Badan Penyelenggara Jaminan
Sosia (Bpjs) Kesehatan sebagai program
Penerima Bantuan luran (PBl) Hadi Setia
Tunggal, SH (2015 :77-78).

Pengalihan program ini meliputi 6 hal.
pelaksanaan koordinas dan simulasi..dalam
proses pengalihan program . Jamkesmas ke
dalam BPJS Kesehatan, jpelaksanaan sosialisasi
Jaminan Kesehatan Nasional, penyelesaian
pembayaran terhadap klaim fasilitas pelayanan
kesehatan®yang telah memberikan pelayanan
kesehatan
pendayagunaan

kepada™ peserta Jamkesmas,

verifikator independen
Jamkesmas.menjadi sumber daya manusia
yang diperflukan BPJS Kesehatan Sesua
kualifikasi; pemanfaatan teknologi aplikasi
verifikass  klam dan sistem  pelaporan
pelaksanaan Jamkesmas ke dalam BPJS
Kesehatan dan, pengalihan data kepesertaan
Penerima Jamkesmas tahun 2013 ke dalam
BPJS Kesehatan sebagai peserta -Penerima
Bantuan luran.

Pengalihan progran jamkesmas ke Jkn /
Bpjs ini untuk mencapai derajat - kesehatan
masyarakat setinggi-tingginya, sebagaimana
tujuan pembangunan=kesehatan, Pemerintah
Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2014 telah
menerapkan Jaminan Kesehatan Nasional bagi
seluruh rakyatnya secara bertahap hingga 1
Januari  2019. Jaminan kesehatan ini
merupakan pola pembiayaan yang bersifat
wajib, artinya pada tanggal 1 Januari 2019
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seluruh
terkecuai) harus telah menjadi peserta melalui

masyarakat  Indonesia  (tanpa
pengalihan program Jaminan Kesehatan
Masyarakat (Jamkesmas) ke Program Jaminan
Kesehatan Nasional yang dikelola Badan
Penyelenggara
K esehatan.
Jaminan-.Kesehatan Nasional (Jkn) ini
adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan

manfaat

Jaminan  Sosial  (Bpjs)

agar peserta memperoleh
pemeliharaan ' kesehatan dan ™ perlindungan
dalam ;memenuhi kebutuhan dasar “kesehatan
yang diberikan kepada setiap orang yang:telah
membayar iuran atau iurannya dibayar oleh
pemerintah. Sedangkan Badan Penyelenggara
Jaminan  Sosia
hukum yang dibentuk untuk menyeélenggarakan

(Bpjs) merupakan  badan

program jaminan kesehatan.

Pelayanan kesehatan di Desa Keranji
Paidang untuk masyarakat miskin @ yang
menggunakan Jamkesmas dilakukan  di
Puskesmas- Kecamatan, yaitu Puskesmas
Pahauman yang jarak tempuhnya +i6 Km dari
desa Keranji Paidang, lantaran didesa tersebut
disediakan, hanya satu tempat berobat seperti
Polindes atau puskesmas pembantu yang ada di
dusun Basa, dan tempat-praktek Dokter Umum
yang tentunya jika masyarakat miskin berobat
ditempat tersebut akan mengeluarkan biaya
pribadi untuk membayar biaya perobatan yang
ada. Sedangkan masyarakat belum tentu punya
biaya yang mencukupi untuk membayar biaya

perobatannya.
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Masyarakat desa Keranji Paidang peserta
berobat ke
Puskesmas cukup hanya melangkapi foto copy
KTP, KK, dan kartu Jamkesmas sudah bisa
mendapat pelayanan kesehatan yang sesual

Jamkesmas, apabila akan

dengan kebutuhan masyarakat, sedangkan
apabila memerlukan penanganan yangslebih
atau ingin dirujuk dirumah.~sakit daerah,
masyarakat cukup mintarujukkan Puskesmas.
Sejak diberlakukannya program Sistem
Jaminan Sosial Nasional (§jsn) mulai januari
2014 maka program Jamkesmas beralih
kedalam program Jaminan Kesehatan Nasional
(Jkn) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sesia (Bpjs) Kesehatan banyak
terjadi masal ah-masalah
masyarakat - khususnya di
Paidang. Masalah ini timbul karena masih ada
masyarakat yang kurang memahami aur
pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) /
Badan "Penyelenggara Jaminan Sosia (Bpjs)

dikalangan

Desa Keranji

kesehatan, masyarakat juga belum mengetahui
manfaat dan tujuan Jaminan Kesehatan
Nasional (Jkn) / Badan Penyelenggara Jaminan
Sosia (Bpjs) kesehatan. Kekurang-pemahaman
tersebut antara “llain kurangnya sosialisas
pemerintah desa dan=-pihak penyelenggara
Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) / Badan
Penyelenggara Jaminan  Sosiad  (Bpjs)
kesehatan kepada masyarakat sehingga banyak
menimbulkan beragam perseps masyarakat
terhadap peralihan program Jamkesmas ke
Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) / Badan
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Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs). Padahal
untuk peserta yang pemegang kartu Jamkesmas
semua telah digratiskan / ditanggung oleh
pemerintah biaya untuk berobat.

B."TINJAUAN LITERLATUR

1~ Pengertian Perseps

Walgito (1993:84)

mengemukakan s bahwa persepsi seseorang

Menurut

merupakan proses - aktif yang memegang
peranan, bukan hanya - stimulus ‘“iyang
mengenainya tetapi juga individu sebagai satu
kesatuan dengan pengalaman-pengalamannya,
motivasi serta sikapnya yang relevan dalam
Individu  dalam
hubungannya dengan dunia Jduar selalu
melakukan

mengartikan rangsangan yang diterima dan alat

menanggapi  stimulus.

pengamatan  untuk  dapat

indera dipergunakan sebagai penghubungan
antaraindividu dengan dunialuar.

Persepsi dalan arti umum adalah
pandangan seseorang. terhadap sesuatu yang
akan_membuat respon bagaimana dan dengan
apa seseorang akan bertindak. Perseps
merupakan sustu preses yang didahului oleh
penginderaan, yaitu stimulus yang diterima
oleh individu melalui alat respon yaitu indera.
Alat indera merupakan stimulus yang diindera
oleh individu,
dinterprestasikan sehingga individu menyadari

diorganisasikan kemudian

dan mengerti tentang apa yang diindera. Dari
4
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pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan
bahwa perseps merupakan suatu proses
penginderaan, stimulus yang diterima oleh
individu melalui aat indera yang kemudian
seseorang

menyeleks,  mengatur  dan

menginterpretasikan masukan-masukan
informasi dan pengalaman-pengalaman=yang
ada dan kemudian menafsirkannya untuk
menciptakan keseluruhan gambaran yang

berarti.

2. Konsep Masyarakat Miskin

Suryawaeti (2005:6),
menyebutkan “ciri-ciri kelompok masyarakat
miskin adalah: Rata-rata tidak mempunyai

Menurut

faktor produks sendiri seperti tanah, modal,
peralatan kerja dan keterampilan, Mempunyai
pendidikan yang rendah, Kebanyakan bekerja
atau berusaha sendiri dan bersifat usaha kecil
(sektor informal), setengah menganggur atau
menganggur (tidak bekerja), Kebanyakan
berada 'di pedesaan atau daerah--tertentu
perkotaan

(dum area)y dan Kurangnya

kesempatan i untuk  memperoleh bahan
kebutuhan pokok, pakaian, perumahan, fasilitas
kesehatan, air minum, pendidikan, angkutan,
fasilitas komunikasl, “dan. kesejahteraan sosial
lainnya.
Menurut Murbyarto, (1990:159),
golongan miskin adalah golongan yang rawan
pangan yang berpengaruh negatif terhadap
produktifitas kerja dan angka kematian.
(1984:61),

Kemudian menurut Salim
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adalah
mereka yang berpendapatan rendah karena
rendahnya produktifitas disebabkan oleh; tidak
memiliki asset produksi, dan lemah jasmani

mendefiniskan golongan  miskin

dan rohani.

Setelah  melihat  definiss  konsep
masSyarakat miskin di atas dapat ditarik
kesimpulan bahwa masyarakat yang tergolong
miskin rata-rata tidak mempunyai produksi
sendiri, | berpendidikan rendah, modal usaha
yang kecil, pengangguran dan lemah jasmani

dan rohani, rentan akan-penyakit kematian.

3. " Konsep Jaminan sosial

Ruang lingkup Jaminan_sosia adalah
sangat luas antara lain meluputi adanya
jaminan pangan, pendidikan, kesehatan, papan,
makan siang ditempat kerja, .dana untuk
rekreass guna mengobati stresdan mash
banyak lagi macam ragamnya yang menjamin
kehidupan masyarakat. Program Jaminan
Sosial adalah jaminan yang menjadi bagian
dari program jaminan ekonami suatu bangsa,
namun demikian program jaminan sosial dapat
dismak darit karakteristiknya® 1. Program
Jaminan Sosia biasanya ditentukan oleh pihak
pemerintahan sebagai-penyelenggara negara. 2.
Program Jaminan Sosial memberikan kepada
perorangan dengan pembayaran tunai sebagai
ganti rugi akibat suatu resiko. 3. Pendekatan
pelaksanaan program jaminan sosial, yaitu
berupa: Pelayanan umum, Bantuan social, dan

Asurans sosial.
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Sistem Jaminan Sosia merupakan sistem
yang bertujuan menjaga dan meningkatkan
taraf kehidupan warga negara dalam menjalani
kehidupannya. Hadi Setia Tunggal, SH (2015
:50-51).

4. Pelayanan Kesehatan

Menurut Azwaar (2001:30), pelayanan
kesehatan yang bermutu adalah pelayanan
kesehatan yang jJdapat memuaskan Setiap
pemakai jasa pelayanan’ kesehatan sesuai
dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk,
serta i penyelenggaraannya sesuai dengan
standar kode etik profesi yang telah ditetapkan.
Pengertian mutu atau kualitas layanan
kesehatan bersifat multi dimens, yaitu mutu
menurut jasa pelayanan kesehatan (pasien dan
keluarga), menurut penyelenggara pelayanan
kesehatan (pihak institusi dan petugas pemberi
layanan kesehatan).

Inti dari konsep pelayanan adalah
menunjukkan segala bentuk akualisasi-kegiatan
pelayanan 'yang memuaskan orang-orang yang
menerima pelayanan sesuai- dengan daya
tanggap (responsiveness), mumbuhkan, adanya
jaminan (assuranece), menunjukkan bukti fisik
(tangible) yang dapat-.dilihatnya, menurut
empati (empathy) dari orang-orang Yyang
memberikan  pelayanan  sesuai  dengan
kehandalannya (reliability) menjalankan tugas
pelayanan yang diberikan secara kosekuen

untuk memuaskan yang menerima pelayanan.
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5. Konsep Kesgahteraan
Pengertian kesgjahteraan sosial juga
segenap aktivis
pendistribusian

menunjuk pada

pengorganisasian dan
pelayanan sosiad bagi kelompok yang kurang
groups).
Penyelenggaraan berbagai skema perlindungan

mampu (disadvantaged
sosial yang “kersifat formal adalah contoh
aktivitas kesgjahteraan sosial. Perlindungan
sosial yang 'bersifat formal. adalah berbagai
skema jaminanssosial yang diselenggarakan
oleh Negara yang umumnya berbentuk bantuan
sosia dan asuransi sosiay misalnya tunjangan
bagi orang cacat atau "miskin, tunjangan
pengangguran, dan tujangan keluarga.

Menurut Edi Subarto (2005:3), secara
umum kesegjahteraan sosial serihg diartikan
sebagai kondis sejahtera, yaitu suatu keadaan
terpenuhi  segala bentuk kebutuhan hidup,
Khususnya yang bersifat mendasar seperti
makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan
perawatan-kesehatan. Pengertian seperti ini
menempatkan kesgjahteraan sosid sebagai
tujuan dari suatu kegiatan pembangunan.

Menurut WU No. 6 Tahun 1974 Pasal 2
Ayat 1 daam Ad Fahrudin (2012:9),
kesgjahteraan sosial .adalah merupakan suatu
tata kehidupan dan penghidupan sosial, mateil
ataupun spiritual yang diliputi oleh rasa
keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir
batin, yang memungkinkan untuk setiap warga
Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan
kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan

6
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sosid yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri,
keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung
tinggi hak-hak asas serta kewajiban manusia
sesuai dengan pancasila.

C. PEMBAHASAN

1. Upaya pemerintah desa dalam
memberikan pelayanan kepada
masyar akat="di Desa Keranjir Paidang
tentang speralihan program nasonal
Jamkesmas ke Jkn/Bpjs.

Pelayanan, pemerintah desa dengan
masyarakat _memberikan pengaruh  besar
terthadap kemguan suatu desa, bak itu
pelayanan'dalam bentuk administrasi di kantor
desa maupun dalam memberikan informasi
kepada masyarakat. Seperti halnya dengan
informasi  yang berkaitan dengan program
pemerintah pusat tentang Jaminan Kesehatan

Masyarakat  (Jamkesmas) ke  Jaminan
Kesechatan Nasona (Jkn) -/ Badan
Penyelenggara Jaminan  Sosial. —(Bpjs)
kesehatan.

Memberikan sosialisasl “yang maksimal
kepada masyarakat. tentang layanan kesehatan
untuk  Jaminan  Kesehatan... Masyarakat
(Jamkesmas) ke Jaminan Kesehatan Nasional
(Jkn) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(Bpjs), dari pemerintah Pusat melalui
pemerintah desa sangat dibutuhkan masyarakat
Penerima Bantuan luran (PBI) / Peserta
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Jamkesmas karena masih ada masyarakat yang
tidak tahu tentang adanya peralihan program
Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)
ke Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) / Badan

Penyelenggara Jaminan  Sosia  (Bpjs)

Kesehatan. apakah peserta Jamkesmas yang
dibayarkan oleh pemerintah atau peserta BPJS
yang membayar. iuran setiap bulannya. Berikut
kutipan wawancara dengan kepala desa keranji
paidang bapak M.Medi.AJsebagai berikut :

Kami pemerintah sdesa sudah:. memberikan
informasi kepada ‘masyarakat tentang adanya
peralihan program- Jaminan Kesehatan
Masyarakat  (Jamkesmas)® Ke Jaminan
Kesehatan Nasional (Jkn) / Badan
Penyelenggara Jaminan ~#Sosial  (Bpjs)
Kesechatan kepada masyarakat terutama
masyarakat yang menjadi peserta Jamkesmas.
Tetapi untuk saat ini bentuk sosialisasi yang
kami berikan kepada masyarakat tentang
adanya peralihan Jaminan  Kesehatan
Masyarakat  (Jamkesmas) Keé  Jaminan
Kesehatan Nasional (Jkn) / Badan
Penyelenggara Jaminan  Sosial  (Bpj9)
Kesehatan dengan cara mengadakan rapat dan
mendata ulang semua masyarakat yang
terdaftar menjadi peserta Jamkesmas yang ada
di Desa Keranji Paidang ini dengan cara
meminta foto copy KT, KK, dan kartu peserta
Jamkesmas. sekaligus memberikan penjelasan

kepada tentang Jamkesmas ke
JKN/BPJS(kutipan  wawancara  dengan
informan)

Hasil_kutipan~wawancara diatas bahwa
pemerintah desa keranji paidang sudah
memberikan informas atau sosidlisas tentang
Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)
ke Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) / Badan

Penyelenggara Jaminan  Sosia  (Bpjs)
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K esehatan

sosidlisas yang diberikan pemerintah desa

kepada masyarakat, bentuk
keranji paidang kepada masyarakat adalah
dengan cara mengadakan rapat, mendata ulang
masyarakat yang terdaftar menjadi peserta
Jamkesmas serta memberikan penjelasan

tentang adanya peralihan Jaminan Kesehatan

Masyarakat  (Jamkesmas) .-ke  Jaminan
Kesehatan  Nasiona »"(Jkn) / Badan
Penyelenggara Jaminan _Sosia  (Bpjs)
Kesehatan.

Jikadilihat dari hasil wawancara dengan
kepala desa Keranji Paidang diatas jelas bahwa
Paidang sudah
memberikanginformas atau mensosialisasikan

pemerintah desa’ Keranji

program pemerintah pusat tentang adanya
perdihan - Jaminan Kesehatan Masyarakat
(Jamkesmas) ke Jaminan Kesehatan Nasiona
(Jkn) / Badan Peyelenggara Jaminan Sosial
(Bpjs). Kesehatan kepada masyarakatnya.
Tetapi pada kenyataan yang ada masih terdapat
masyarakat yang belum mengerti dan
memahami, dengan program pemerintah ini.
Bentuk sosidlisas yang diberikan pemerintah
desa Keranji yPaidang kepada,- masyarakat
Penerima Bantuan Iuran (PBI) / Peserta
Jamkesmas yang ada-di-desa Keranji Paidang
untuk peradihan peserta Jamkesmas ke
JKN/BPJS belum jelas karena sampai saat ini
masih terdapat masyarakat yang belum tahu

tentang pelayanan Jaminan  Kesehatan
Masyarakat  (Jamkesmas) ke  Jaminan
Kesehatan Nasonal (kn) / Badan

ARMANSYAH, NIM. E11110022
Program Studi Pembangunan Sosial/llmu Sosiatri FISIP Untan

http://jurmafis.untan.ac.id

Penyelenggara
Kesehatan, Hal tersebut diungkapkan oleh
informan bernama Sukiman sebagai berikut:

Jaminan  Sosial  (Bpjs)

lya memang ada dari pemerintah desa
memanggil masyarakat  untuk  rapat,
memberitahu kepada masyarakat tengtang
adanya peralihan program Jamkesmas ke
Jkn/Bpjs kesehatan, tetapi penjelasan dari
pemeritah_desa tidak begitu lengkap sehingga
kami masih kucang memahami dan tidak tahu
tengtang bagaimana pelayanan kesehatan
Jamkesmas ke Jkn/Bpjs. Kesehatan. (kutipan
wawancara dengan informan)

Hasl wawancara diatas. menunjukan

bahwa pemerintah'Desa K eranji Paldang belum
melakukan sosialisasi yang. lebih jauh tentang
Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) / Badan
Penyelenggara Jaminan = Sesia  (Bpjs)
Kesehatan dengan masyarakatnya hanya
sebatas pendataan tatapi tidak ada penjelasan
yang lebih rinci tentang program pemerintah
pusat ini, sehingga masyarakat belum
memahami dan bingung apa itu JKn/Bpjs
Kesehatan dan bagaimana pelayanannya
pelayanan  kesehatan | peserta
Jamkesmas ke Jkn/Bpjs Kesehatan. Hal serupa

juga diungkapkan oleh informan bernama

terutama

Kasim sebagai berikut :

Memang 'ada dari” pemerintah desa minta foto
copy KK, KTP, dan Kartu:Jamkesmas, untuk
pendataan jamkesmas-ke Jkn/Bpjs kesehatan.
Tapi..hanya™sebatas pendataan, namun tidak
ada penjelasan yang lebih dalam lagi
bagaimana peralihan pelayanan kesehatan
Jamkesmas ke Jkn/Bpjs kesehatan. Sehingga
sampai sekarang kami tidak tahu apa itu
Jkn/Bpjs, dan gimana bentuk pelayanannya,
apakah mash sama atau sudah berubah,
karena kalau masyar akat ber obat
menggunakan kartu jamkesmas ditanggung
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pemerintan biaya berobatnya.
wawancara dengan informan).
Hasil wawancara diatas menunjukan

(kutipan

bahwa informasi yang diberikan pemerintah
desa kepada masyarakat hanya sebatas
memberikan informasi tidak menjelaskan

secara  rinci sehingga  menimbulkan

kebingungan dikalangan masyarakat* tentang
adanya peralihan pelayanan keSehatan program
jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) ke
Jaminan kesehatan nasional” (Jkn)=/ Badan
penyelenggara
Kesehatan.  seperti= hal
diungkapkan oleh bapak Akong sebagal
berikut:

Memang ada dari pemerintah ; desa
memberikan™ sosialisas  tentang adanya
peralihan program jamkesmas ke Jkn/Bpjs
kesehatan_ tetapi bentuk sosialisas yang
diberikan belum begitu lengkap ya harap
maklumlah jika kami masyarakat belum
mengetahui  dengan  jelas  bagaimana
pelayanan program Jkn/Bpjs kesehatan  ini
kedepannya, ya saya berharap pelayanan yang
diberikan Jkn/Bpjs Kesehatan semoga akan
lebih baik dari program jamkesmas.-(kutipan
wawancara dengan informan).

Hasl, wawancara di

jaminan ¢ sosia (Bpjs)

senada : yang

atas —bahwa
pemerintah desa sudah memberikan™sosiaisasi
kepada masyarakat tentang 'adanya fperalihan
program jamkesmas ke Jkn/Bpjs kesehatan,
tetapi bentuk sosialisasi=yang.  diberikan
pemerintah desa belum lengkap bagaimana
bentuk kesehatan  Jkn/Bpjs
Kesehatan ini kedapanya, dan masyarakat juga

pelayanan

berharap kedepannya pelayanan kesehatan
yang diberikan program Jkn/Bpjs Kesehatan

ARMANSYAH, NIM. E11110022
Program Studi Pembangunan Sosial/llmu Sosiatri FISIP Untan

http://jurmafis.untan.ac.id

akan jauh lebih baik dari pelayanan kesehatan
program jamkesmas dirumah sakit.

Sangatlah jelas dari hasil wawancara
diatas dari kedua informan masyarakat
disimpulkan bahwa masih ada masyarakat yang
kurang memahami pelayanan kesehatan
Jamkesmas ke Jkn/Bpjs kesehatan, karena
disebabkan keterbatasan

informasi  pemerintah. Desa Keranji Paidang

penyampaian

kepada masyarakatnya sehingga masyarakat
yang ada di Desa Keranji Paidang khususnya
masyarakat yang menjadi peserta Jamkesmas
belum tahu dan bingung apa itu Jkn/Bpjs, dan

bagaimana  bentuk pel aksanaan dan
pelayanannya setelah adanya peraihan
Jamkesmas ke Jkn/Bpjs kesehatan.

Seharusnya pemerintah Jdesa dalam
memberikan informas atau mensosialisas

tentang peralihan program Jaminan Kesehatan

Masyarakat  (Jamkesmas) ke  Jaminan
Kesehatan Nasiona (Jkn) / [ Badan
Penyelenggara Jaminan  Sosial | (Bpjs)
Kesechatan  kepada.  masyarakat, harus

melibatkan petugas. Jkn/Bpjs kesehatan yang
lebih_tahu,alur pelayanan Jkn/Bpjs Kesehatn
dan supaya daat memberikan sosialisas yang
tepat dan akurat tentang Jaminan Kesehatan

Masyarakat  (Jamkesmas) ke  Jaminan
Kesehatan Nasiona (Jkn) / Badan
Penyelenggara Jaminan  Sosial  (Bpjs)

Kesehatan kepada masyarakatnya. Sehingga
masyarakat yang menjadi peserta Jaminan
Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)
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mengetahui bagaimana alur pelayanan Jaminan
Kesehatan Masyarakat ke Jaminan Kesehatan
Nasional yang dikelola Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan.

2. Perseps masyarakat terhadap peralihan
program nasional Jamkesmas .-ke
Jkn/Bpjsdi desa Keranji Paidang:

Sejak diberlakukannya program Sistem
Jaminan Sosia Nasional (Ssn) mulal januari
2014 makay program Jamkesmas beralih
kedalam program Jaminan Kesehatan Nasional
(Jkn).yang dikelola oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosia (Bpjs) Kesehatan,
diselenggarakan mulai Per 1 Januari 2014
hingga sekarang berbagai perseps yang timbul
dikalangan masyarakat indonesia, seperti
halnya juga masyarakat yang di Desa Keranji
paidang ada yang menanggapi positif dan ada
juga yang negatif. Berikut hasil kutipan
wawancara dengan informan di Desa Keranji
Paidang:

Bapak Arin selaku peserta jamkesmas
yang beralih ke Jkn/Bpjs Kesehatan
berpendapat bahwa:

Program ini sangat bagus karena masyarakat
yang kurang mampu seperti kami ini sangat
membutuhkan bantuan pelayanan kesehatan
yang memuaskan, dan memadai, dimana sistem
pembiayaannya yang subsidi silang. Saya
berharap semoga dengan adanya program
Jkn/Bpjs ini tidak ada lagi masyarakat yang
tidak mendapatkan pelayanan kesehatan
dengan baik. (kutipan wawancara dengan
informan).
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Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak
Akong yang juga terdaftar menjadi peserta
jamkesmas berikut hasil kutipan:

Saya sangat mendukung dan menyambut baik
dengan adanya program pemerintah yang baru
ini masalah peralihan Jamkesmas ke Jkn/Bpjs,
karena dengan adanya program ini
masyarakat yang kurang mampu atau
masyarakat menjadi peserta Jamkesmas bisa
merasakan atau mendapatkan pelayanan
kesehatan yang baik dan memuaskan. (kutipan
wawancara dengan informan).

Sedikit berbeda dengan apa yang
ungkapkan Bapaks Sukiman,®. menurutnya
program . ini sangat - bagus tetapi harus
dissmpurnakan lagi terutama dari “tahap
sodalisas  untuk memperkenalkan peralihan
program Jamkesmas ke Jkn/Bpjs Kesehatan
kepada masyarakat dan hingga pelayanan yang
ada dirumah sakit.

program ini bagus dalam artianspemerintah
peduli terhadap kesehatan masyarakat
terutama dana untuk biaya kesehatan hanya
sgjla apa yang saya rasakan, yang terjadi
dilapangan tidak sama seperti apa' yang
disosialisasikan, dari itu pemerintah harus
meningkatkan sosialisas kepada masyarakat
dan memperbaiki lagi sistem pelayan’yang ada
dirumah sakit. (kutipan wawancara dengan
informan).

Hasil wawancara dengan informan diatas

menunjukkan bahwa masyarakat di desa
Keranji Paidang sangat mendukung dan
menyambut baik dengan adanya peralihan
program Jamkesmas ke Jkn/Bpjs Kesehatan
ini, masyarakat merasa terbantu dan ingin
mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik
dan memuaskan, tetapi masyarakat juga
berharap supaya pemerintah memberikan
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sosidisas yang lebih dalam lagi kepada
masyarakat dan memperbaiki pelayanan yang
dirumah sakit supaya apa yang disosialisasikan
sama dengan dilapangan. Sehingga tidak
menimbulkan adanya perseps masyarakat
yang berpendapat negatif terhadap program ini
seperti kutipan wawancara dibawah ini :

Bapak Kasim peserta jamkesmas
berpendapat bahwa :

Sgak beralihnya program jamkesmas ke
Jkn/Bpjs Kesehatan ini, sSistem pelayan
kesehatan Jkn/Bpjs dirumah sakit sangat tidak
sesuai dengan apa yang disosilisasikan kepada
kami untuk pelayan kesehatan peserta
jamkesmas dirumah sakit. (kutipan
wawancara dengan informan).

Hasi| wawancara diatas menjukan bahwa

sosidlisas yang diberikan kepada masyarakat
belum  maksimal
masyarakat beranggapan tidak baik dengan

sehingga  membuat
program Jkn/Bpjs Kesehatan ini, hal serupa
juga di ungkapkan oleh Bapak Soamin tentang
peralihan program jamkesmas ke Jkn/Bpjs
Kesehatan berikut kutipan wawancaranya:

Saya kurang menyetujui dengan adanya
peralihan program jamkesmas ke Jkn/Bpjs
Kesehatan karena saya dapat informasi bahwa
Jkn/Bpjs akan membayar iuran, sedangkan
Jamkesmas tidak membayar iuran kan dah
disubsidikan pemerintah. (kutipan wawancara
dengan informan).

Bapak Soamin berpendapat bahwa

Jkn/Bpjs kesehatan akan membayar iuran,
sedangkan waktu menjadi peserta Jamkesmas
digratiskan untuk biaya berobatnya sehingga
bapak soamin tidak menyetujui adanya

peralihan program Jamkesmas ke Jkn/Bpjs
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Kesehatan. masalah yang membuat bapak

soamin  memberikan  pendapat  kurang
menyetujui peralihan program Jamkesmas ke
Jkn/Bpjs Kesehatan ini dikarenakan kurang
maksimalnya sosialisasi yang diberikan kepada
masyarakat
Jamkesmas ke Jkn/Bpjs Kesehatan sehingga

masyarakat mempunyai pendapat yang kurang

tentang peralihan  program

baik .tentang program.Jkn/Bpjs Kesehatan ini.
Tetapi sedikit berbeda dengan pendapat bapak
Amian tentangs masalah peraihan program
Jamkesmas ke Jkn/Bpjs K@ehatar: ni, Bapak
Amian mengatakan sebagai berikut: |

program Jamkesmaslah yang lebih bagus dari
Jkn/Bpjs  Kesehatan  karema  program
jamkesmas tidak memberikan™beban untuk
membayar iuran kepada masyarakat karena
sudah disubsidikan pemerintah tetapi kalau
untuk Jkn/Bpjs Kesehatan masyarakat merasa
terbebani karena akan membayarduran setiap
bulannya. (kutipan wawancara dengan
informan).

Hasil wawancara diatas dapat ditarik

kesmpulan bahwa masyarakat beranggapan
Jn/Bpjs kesehatan ini akan membebani
masyarakat, sedangkan jamkesmas masyarakat
merasa terbantu kerena sistem pembiayaannya
sudah disubsidkan pemerintah  sehingga
masyarakat tidak merasa terbebanni lagi
masalah biaya kedepannya.

Setelah dilihat dari hasil wawancara
dengan ke enam informan diatas dapat ditarik
kesmpulan bahwa ada sebagian masyarakat
yang menyetyjui dan ada juga kurang
menyetujui dengan adanya peralihan program
jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) ke
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Jaminan kesehatan nasional (Jkn) / Badan
penyelenggara jaminan sosia (Bpjs) kesehatan.
terjadinya pendapat masyarakat yang berbeda-
beda ini di sebabkan sosialisasi yang diberikan
pemerintah desa maupun pihak penyelenggara
yang kurang tepat dan belum jelas sehingga
menimbulkan beragam persepsi dikalangan
masyarakat ada yang mendukung dan ada pula
yang kurang mendukung dengan adanya
program pemerintah tentang jaminan kesehatan
nasional (Jkn), yang telah dikelola oleh Badan
penyelenggara
kesehatan.

Jaminan  sosial (Bpjs)

3.  Tingkat pengetahuan dan pemahaman
masyarakat tentang fungs " dan
manfaat Jaminan Kesehatan Nasional
(Jkn) bagi masyar akat.
M enyangkut upaya

pelayanan
pemerintah Desa Keranji Paidang dengan
masyarakat dalam mensoialisasikan program
pemerintah pusat kepada masyarakatnya
tentang 'pelaksanaan program Sistem Jaminan
Sosial Nasional (Sjsn) mulai januari 2014
dimana program Jamkesmas beralih kedalam
program Jaminan Kesehatan, Nasional (Jkn)
yang dikelola "olen Badan Penyelenggara
Jaminan Sosia (Bpjs) Kesehatan memberikan
kepada
masyarakat untuk fungsi dan manfaat Jaminan
Kesehatan Nasional (Jkn) bagi masyarakat
Keranji Paidang.

pemahaman dan  pengetahtian

Karena Jaminan Kesehatan Nasional
(Jkn) / Badan Penyelenggara jaminan Sosial
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(Bpjs) Kesehatan memberikan peserta jaminan
kesehatan  mendapat kesehatan
meliputi fasilitas primer, sekunder dan tersier,

jaminan

baik milik pemerintah maupun swasta yang
bekerja sama dengan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial dimana sistem pembiayaannya
subsidi. silang untuk Menjamin kesehatan
medis dari administrasi pelayanan,
pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis
seseorang sampai non-medis seperti akomodasi
dan ambulan. Tindakan medis non spesaistik,
baik operatif maupun nen-operatif, ‘kemudian
pelayanan transfusi darah 'sesuai kebutuhan
medis.

Pengetahuan masyarakat _Desa Keranji
Paidang menyangkut penjelasan diatas masalah
manfaat dan fungs Jaminan Kesehatan
Nasional (Jkn) / Badan Penyelenggara Jaminan
Sosia (Bpjs) Kesehatan bagi masyarakat
terutama masyarakat yang menjadi  peserta
Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)
masih —~beragam disebabkan keterbatasan
sosialisas dari pihak penyelenggara dan
pemerintah desa untuk memberikan informasi
masalah program Jaminan Kesehatan Nasional
(Jkn) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(Bpjs) Kesehatan sehikgga tingkat pengetahuan
masyarakat sangat minim terhadap manfaat dan
fungs program Jaminan Kesehatan Nasional
(Jkn) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(Bpjs) Kesehatan bagi masyarakat. Berikut
kutipan wawancara dengan seorang informan
bernama Soamin sebagai berikut :
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Kami belum begitu mengetahui dengan jelas
untuk manfaat dan fungsi Jkn/Bpjs bagi kami.
Karena selama ini jika kami berobat
kepuskesmas biasanya pakai kartu Jamkesmas
makanya belum paham manfaat dan fungs
Jkn/Bpjs apa kah sama dengan Jamkesmas
yang ditanggung pemerintah, jika sudah
beralih ke Jkn/Bpjs Kesehatan (kutipan
wawancara informan)

Dari hasil kutipan wawancara .déengan

bahwa
masyarakat di desa Keranji Paidang belum

informan  diatas = menjelaskan

mengetahui dengan®jelas terhadap manfaat dan
fungs Jkn/Bpjs bagi - masyarakat terutama
masyarakat yang menjadi peserta Jamkesmeas.
Ha senada yang dikatakan oleh informan
bernama Amian berikut kutipan wawancara:

Bebicara masalah manfaat dan fungs Jkn/Bpjs
bagi masyarakat. Masih jauh pengetahuan
masyarakat disini karena masyarakat terbiasa
dengan berobat menggunakan Jamkesmas
yang manfaat dan fungsinya sudah diketahui
masyarakat, apalagi belum menggunakan
pelayanan kesehatan dengan JKN/BPJS ini ya
jelas belum tahu manfaat dan fungsinya bagi
kami imasyarakat. Ditambah lagi sosalisasi
dari pemerintah pusat dan desa yang masih
sangat kurang. (Kutipan wawancara dengan
informan).

Hasl ~ wawancara  diatas  sangat

memperjelas; sekali bahwa-masyarakat yang
ada di Desa Keranji Paidang belum mengetahui
manfaat dan fungs Jkn/Bpjs bagl masyarakat,
dikarenakan  kurangnya__ sosidlisas  dari
penyelenggara maupun

ditambah masyarakat sudah terbiasa berobat

pemerintah  desq,

menggunakan Jamkesmas yang sudah lama
diketahui dan digunakan masyarakat. Hal
serupa juga diungkapkan oleh bapak Kasim
sebagai berikut :
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Bagaimana masyarakat disini bisa mengetahui
fungsi dan manfaat Jkn/Bpjs kesehatan ini
untuk masyarakat sedang kan masyarakat
belum semuanya yang sudah menggunakan
fasilitas Jkn/Bpjs Kesehatan ini untuk berobat,
dan ditambah lagi sosialisasi yang diberikan
kepada masyarakat belum begitu jelas. Yang
masyarakat tahu disini cuman jamkesmas dan
juga. sudah terbiasa menggunakannya dikala
berobat®+. (Kutipan wawancara dengan
informan).

Hasil kutipan diatas menerangkan

bahwa masyarakat belum: mengtahui dengan
jelas fungs danimanfaat Jkn/Bpjs Kesehatan
bagi masyarakat di- karenakan ‘masyarakat
sudah terbiasa menggunakan jamkesmas dan
keterbatasan sosiadlisasi dari pemerintah desa
maupun  pihak  penyelenggara sehingga
membuat pemahaman dan -pengetahuan
masyarakat masih kurang terhadap fungsi dan
manfaat jkn/bpjs kesehatan bagi _masyarakat
khususny didesa keranji paidang.

4, Faktor pendukung dan Penghambat
dalam pelaksanaan peralihan program
nasional Jamkesmas ke JKn/Bpjs
Kesehatan

Setiap program tentu memiliki faktor

pendukeng dan penghambat dalam
pelaksanaannya, balk yang berasal dari dalam
organisasi (internal) maupun yang berasal dari
luar organisasi (eksternal). Berdasarkan hasil
observas,_dan-wawancara mendalam kepada
infforman yang memenuhi kriteria maka
ditemukanlah  faktor ~ Pendukung  dan
Penghambat dalan pelaksanaan peralihan
program Jamkesmas ke Jkn/Bpjs Kesehatan.

Faktor pendukung dan Penghambat tersebui.
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5. Faktor Pendukung

Program Jaminan Kesehatan Nasional
(Jkn) yang dikelola Badan Penyelenggara
Jaminan Sosia (Bpjs) Kesehatan merupakan
salah satu program gagasan pembangunan
untuk meningkatkan kehidupan masyarakat
dalam ha kesehatan. Kesuksesan program ini
tidak akan diraih tanpa adanya dukungan-
Pemerintah,
masyarakat, lingkungan dan berbagai hal yang

dukungan  baik #* itu  dari

berkaitansdengan program ini. Seperti halnya
juga . dengan -adanya peralihan program
Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)
ke Jaminan. Kesehatan Nasiona (Jkn) /.Badan
Penyelenggara Jaminan  Sosiad  (Bpjs)
Kesehatan, - Faktor
Pelaksanaan peralihan program Jaminan
Kesehatan Masyarakat
Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) / Badan
Penyelenggara Jaminan  Sosiad  (Bpjs)
kesehatan, seperti yang dijelaskan oleh Bapak
Ameng kepala Puskesmas Pahauman sebagai
berikut :

pendukung  dalam

(Jamkesmas) ke

Faktor pendukung tentu sajar yang. paling
pertama ya berasal dari pemerintah, baik itu
pusat maupun daerah dan dukungan dari
instansi- instans pemerintah lainnya untuk
mengenal |ebih jauh mengenai Jkn;"mendukung
dan menyukseskannya sehingga mereka
mengadakan seminar-seminar tentang adanya
pelaksanaan peralihan program jamkesmas ke
Jkn dengan mengundang Bpjs Kesehatan
sebagai narasumber untuk mengenalkan lebih
jauh kepada masyarakat. (Kutipan wawancara
dengan informan).
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Hasil wawancara  diatas = dapat
dismpulkan peran pemerintah pusat maupun
daerah dan dukungan dari intansi-instans
lainnya merupakan hal yang sangat penting
dalam proses upaya mengenalkan peralihan
program Jamkesmas ke Jkn/Bpjs kesehatan
kepada masyarakat, Mengadakan seminar
tentang adanya.Pelaksanaan peralihan program
Jaminan Kesehatan"Masyarakat (Jamkesmas)
ke Jaminan Kesehatan Nasiona (Jkn) / Badan
Penyelenggara » 'Jaminan  Sosial  (Bpjs)
Kesehatan dengan mengudang nara. Sumber
dari, Petugas Jkn/Bpjs* Kesehatan “Agar
masyarakat bisa lebih memahami tentang
penggunaan, dan Pelaksanaan peralihan
program Jaminan Kesehatan Masyarakat
(Jamkesmas) ke Jaminan Kesehatan Nasiaonal
(Jkn) yang diselenggarakan oleh Badan
Penyelenggara Jaminan  Sosia  (Bpjs)
kesehatan.

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak
Isak, selain dukungan dari pemerintah pusat
maupun daerah, harus ada dukungan dari
instansi-instansi. . pemerintah  yang terkait,
seperti - Dinasi. Ketenagakerjaan, Pemerintah
Kota, Kantor Imigras, Dinas Kesehatan,
kesehatan

partiSpas  masyarakat untuk ikut serta

asosiasi-asosiasi lainnya dan
mendukung dan mensukseskan  program
Jkn/Bpjs Kesehatan ini. pentingnya informasi
sehingga mereka berinisiatif mengundang Bpjs
Kesehatan dalam melaksanakan sosialisasi baik
bagi peserta jamkesmas maupun yang telah

14



Sociodev, Jurnal S1 Pembangunan Sosial Volume 5 Nomor 1 Edis Maret 2016

Kesehatan dan

menyediakan aula untuk sosialisasi, laptop,

menjadi  peserta Bpjs
LCD, dat transportas dan lain sebagainya
untuk mendukung Bpjs Kesehatan dalam
mensosialisasikan program Jkn ini. Jika tidak
ada dukungan dalam memberikan kesempatan
bagi Bpjs Kesehatan maka tentu infermasi
mengenai program ini bisa sga-hanya sebatas
aturan pemerintah yang akhirnya tidak
terealisaskan maksud dan tujuan program.
Berikut kutipan wawancara dengan Bapak |sak
pegawai ~Jkn/Bpjs "Kesehatan yang ada di
Kecamatan Sengah Temila

Dukungan dari instansi-instasi terkait sangat
diperlukan dalam mendukung kami
memberikan sesialisasi tentang program Jkn
kepada masyarakat, dan tentu juga adanya
dukungan partisipass masyarakat yang aktif
dan berinisiatif dengan mengundang kami
melakukan  sosialisas  didaerah  mereka,
tentunya kami juga didukung oleh sarana /dan
prasarana, baik itu kelengkapan untuk
sosialisasi, hingga alat transportas (Kutipan
wawancara dengan informan).

Hasil wawancara dengan kedua informan

diatas menunjukan bahwa faktor pendukung
daam pelaksanaan  peralihan . program
Jamkesmas ke Jkn/Bpjs Kesehatan adalah
dukungan dariy, pemerintah “pusat’ maupun
daerah serta instans-instansi lainnya dan
dukungan partispas masyarakat sangat
diperlukan dalam mendukung dan
mensukseskan program yang diselenggarakan

oleh pemerintah.

6. Faktor Penghambat
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Jika ada faktor pendukung tentu ada juga
faktor penghambat. Layaknya seperti program

lainnya, Faktor penghambat dalam

pel aksanaannya peralihan program Jamkesmas
ke Jkn/Bpjs Kesehatan, hambatan ini berkaitan
dengan pelaksanaan dilapangan seperti yang
diungkapkan oleh Bapak Isak sebagai berikut:

Hambatan yang terjadi dalam Pelaksanaan
peralihan program Jaminan Kesehatan
Masyarakat (Jamkesmas) ke Jaminan
Kesehatan Nasional (Jkn)/Badan
Penyelenggara Jaminan “Sosial  (Bpj9)
Kesehatan karena.masih kurangnya sosialisas
yang diberikan kepada masyarakat di tambah
kurangnya dukungan dari pemerintahdaerah
maupun partisipasi masyarakat, Mungkin
karena mereka mash sehat. Setelah mereka
sakit mereka baru kembali ‘dan- menyalahkan
kam - bahwa mereka tidak=tahu kalau
prosedurnya seperti itu. (Kutipan wawancara
dengan informan).

Sementara menurut Bapak Ameng,

hambatan yang paling sering “dihadapi’ itu
berkaitan dengan komplain peserta. Mash
banyak keluhan dari peserta khususnya peserta
eks Jamkesmas yang belum memahami
perubahan dari program jaminan Kesehatan
Nasional dengan program baru/'dari Bpjs
K esehatan sebagai berikut:

Hambatan 'yang sering saya temui dilapangan
ketika memberikan pelayanan dipuskesmas
adalah adanya masyarakat yang selalu
membanding-bandingkan program jaminan
kesehatan yang dulu dengan yang sekarang.
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Bpjs
Kesehatan merupakan transformasi dari PT
Askes. Slain itu, Bpjs Kesehatan juga memiliki
peserta lama yang dulunya di Jamkesmas.
Sehingga, bagi peserta lama, selalu saja ada
keluhan mengenai perbedaan pelayanan yang
diperoleh. Komplain juga banyak muncul
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berkaitan dengan apa yang mereka dapatkan
dalam sosialisasi tidak sesuai dengan apa yang
terjadi di lapangan. Padahal, itu bisa jadi
bukan kesalahan dari BPJS melainkan dari
pihak lain yang terkadang memberikan
informasi yang kurang benar, ditambah lagi
kurangnya partispas masyarakat dalam
mendukung program ini” (Kutipan
wawancara dengan informan).

Hasil wawancara dengan kedua inferman

diatas disimpulkan bahwa hambatan yang
terjadi dalam Pelaksanaan peralihan program
Jaminan Kesehatan® Masyarakat (Jamkesmas)
ke Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) / Badan
Penyelenggara Jaminan  Sosia «  (Bpj9)
Kesehatan, disebabkan kurangnya sosialisasi
pemerintah kepada masyarakat - sehingga
mengakibatkan masih terdapat masyarakat
yang kurang memahami Pelaksanaan peralihan
program -Jaminan Kesehatan Masyarakat
(Jamkesmas) ke Jaminan Kesehatan Nasiona
(Jkn) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(Bpjs), Kesehatan dilapangan,
masyarakat  sehingga  sangat

kurangnya
Partisipasi
berpengaruh dalam pelaksanaan -peralihan
program ‘Jaminan Kesehatan Masyarakat
(Jamkesmas); ke Jaminan Kesehatan Nasional
(Jkn) / Badan'Penyelenggara.Jaminan Sosial
(Bpjs) Kesehatan sehingga banyaknya keluhan
dan komplain darim.masyarakat tentang

pelayanan dilapangan.

ARMANSYAH, NIM. E11110022
Program Studi Pembangunan Sosial/llmu Sosiatri FISIP Untan

http://jurmafis.untan.ac.id

D. KESIMPULAN

Bentuk upaya pemerintah desa dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat di
desa Keranji Paidang tentang peralihan
program nasiona Jamkesmas ke Jkn/Bpjs
kesehatan masih kurang dalam memberikan
informas atau.sosialisasinya yang tidak tepat
sehingga membuat=, sebagian masyarakat
bingung, dan tidak tahte. dengan adanya
peradihan Jaminans Kesehatan', Masyarakat
(Jamkesmas) ke Jaminan K@ehat:an Nasional
(Jkn) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(Bpjs) kesehatan.

Perseps masyarakat terhadap peralihan
program nasional Jamkesmas ke Jkn/Bpjs di
desa Keranji Paidang. bahwa ada sebagian
masyarakat yang menyetujui dan ada juga
kurang menyetujui dengan adanya peralihan
program kesehatan masyarakat
(Jamkesmas) ke Jaminan kesehatan nasional

jaminan

(Jkn) / Badan penyelenggara jaminan sosial
(Bpjs)  kesehatan.
masyarakat yang berbeda-beda ini di sebabkan

sosialisas yang diberikan pemerintah desa

terjadinya  pendapat

maupun pihak penyelenggara yang kurang
tepat dan belum jelas sehingga menimbulkan
beragam perseps dikalangan masyarakat ada
yang mendukung dan ada pula yang kurang
mendukung  dengan  adanya  program
pemerintah tentang jaminan kesehatan nasional

(Jkn), yang telah dikelola olen Badan
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penyelenggara  Jaminan  sosial (Bpjs)

kesehatan.

Tingkat pengetahuan dan pemahaman
masyarakat tentang fungs dan manfaat
Jaminan Kesehatan Nasiona (Jkn) bagi
masyarakat. Masih kurang karena disebabkan
kurangnya sosialisas dari Pemerintah="Desa
yang menimbulkan kurangnya pemahaman
masyarakat tentang Jaminan  Kesehatan
Masyarakat  (Jamkesmas) .. ke Jaminan
Keschatan sNasiona - (Jkn) / Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs), sehingga
masih ada sebagian” masyarakat yang belum
mengetahui dengan jelas manfaat dan fungs
Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) /.Badan
Penyelenggara Jaminan  Sosiad  (Bpjs)
kesehatan ‘bagi masyarakat yang ada di desa
keranji paidang.

Faktor pendukung dan hambatan
didalam pelaksanaan peralihan program
nasional, Jamkesmas ke Jkn/Bpjs yang ada di
desa Keranji Paidang.

1. Faktor pendukung, peran pemerintah pusat
maupun deaerah dan dukungan dari intansi-
instansi lainnya merupakan hal-yang sangat
penting dalam:_proses upaya mengenakan
peralihan program=Jdamkesmas ke Jkn/Bpjs
kesehatan  kepada masyarakat,  dan
dukungan masyarakat sangat berperan
penting dengan adanya Pelaksanaan
peralihan program Jaminan Kesehatan
Masyarakat (Jamkesmas) ke Jaminan
Kesehatan Nasiona (Jkn) / Badan
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Penyelenggara Jaminan Sosia  (Bpjs)
Kesehatan Agar masyarakat bisa lebih
memahami  tentang penggunaan, dan
Pelaksanaan peralihan program Jaminan
Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ke
Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) yang
diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Soesial (Bpjs) kesehatan.

~Faktor penghambat, bahwa hambatan yang

terjadi “‘dalam Pelaksanaan peralihan
program Jaminan Kesehatan, Masyarakat
(Jamkesmas) ke - Jaminan Kesehatan
Nasional (Jn) / Badan Penyelenggara
Jaminan  Sosid (Bpjs).  Kesehatan,
disebabkan
pemerintah kepada masyarakat sehingga

kurangnya sosialisas
mengakibatkan masih terdapat masyarakat
yang kurang memahami _.Pelaksanaan
peraihan program Jaminan Kesehatan
Masyarakat (Jamkesmas) ke Jaminan
Kesechatan Nasional (Jkn) / Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs)
Kesehatan
Partisipas . masyarakat sehingga sangat

dilapangan, kurangnya
berpengaruh dalam pelaksanaan peralihan
program Jaminan Kesehatan Masyarakat
(Jamkesmas) ke-=Jaminan Kesehatan
Nasiona (Jkn) / Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan sehingga
banyaknya keluhan dan komplain dari
masyarakat tentang pelayanan dilapangan.
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E. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka

penulis memberikan beberapa saran sebagai
berikut :
1. Pemerintah desa dalam  memberikan

pelayanan kepada masyarakat dis"desa
Keranji Paidang tentang peralihan program
nasional Jamkesmas. ke Jkn/Bpjs kesehatan
harus  memberikan  informas — atau
sosialisasinya yang jelas dan tepat sehingga
membuat masyarakat dapat mengetahui
dengan  adanya
Kesehatan * Masyarakat (Jamkesmas) ke
Jaminan . Kesehatan Nasional (Jkn) /.Badan
Penyelenggara Jaminan Sosia  (Bpjs)
kesehatan.

. Masyarakat

peradihan  Jaminan

harus  mendukung dan

menyetujui dengan adanya peralihan
program jaminan kesehatan masyarakat
(Jamkesmas) ke Jaminan kesehatan nasional
(Jkn) / Badan penyelenggara jaminan sosial
(Bpis)
tentang jaminan kesehatan nasiona (Jkn),
yang telah dikelola olenh Badan
penyelenggara Jaminan sosid  (Bpjs)
kesehatan.

. Tingkat pengetahuan dan pemahaman

kesehatan. program pemerintah

masyarakat tentang fungs dan manfaat
Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) bagi
masyarakat. Masyarakat harus proaktif
daam mencari informasi tentang fungs
dang manfaat Jkn/Bpjs Kesehatn bagi
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masyarakat, jangan biasakan menunggu
informasi  dari Pemerintah Desa supaya
tingkat pemahaman dan pengetahuan
masyarakat tentang Jaminan Kesehatan
Masyarakat (Jamkesmas) ke Jaminan
Kesechatan Nasional (Jkn) / Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) lebih
dalam, sehingga tidak ada lagi masyarakat
yang belum mengetahui dengan
manfeat 'dan fungs ‘Jaminan Kesehatan
Nasional (Jkn) i/ Badan ‘Penyelenggara

Jaminan Sosia “ (Bpjs) kesehatan bagi

jelas

masyarakat yang ada ‘di desa Kkeranji
pai dang.
Faktor pendukung dan hambatan didalam

pelaksanaan peralihan program nasiona
Jamkesmas ke Jkn/Bpjs yang ada di desa
Keranji Paidang. Pemerintah pusat, dagrah
saling  bahu-membahu
masyarakat untuk mendukung pelaksanaan

harus dengan
peralihan program nasional Jamkesmas ke
Jkn /-Bpjs, biar tidak ada hambatan dalam
pelaksanaan peralihan program’ nasiona
Jamkesmas ke Jkn / Bpjs. karena semuanya
harus saling mendukung satu sama lain.
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